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Abstrak - Bagaimana Kondisi Demografi Menjadi Penentu Moral Pa-
jak saat Covid-19?

Tujuan Utama - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor
demografi yang dapat mempengaruhi moral pajak di masa pandemi
covid-19.

Metode - Penelitian ini menggunakan regresi berganda sebagai metode.
Adapun sampel penelitian adalah sejumlah wajib pajak di wilayah Sura-
baya Barat dan Timur.

Temuan Utama - Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan
persepsi moral pajak dari aspek demografi saat covid-19. Usia, jenis ke-
lamin, dan tingkat pendidikan menjadi faktor pemicu moral pajak saat
covid-19. Sebaliknya faktor sumber penghasilan dan agama tidak mam-
pu memicu moral pajak.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Pemerintah perlu membuat sejumlah
aturan yang lebih jelas mengenai insentif perpajakan. Selain itu, peme-
rintah juga dapat menyosialisasikan peraturan tersebut untuk mening-
katkan moral pajak.

Kebaruan Penelitian - Pengujian terhadap moral pajak saat covid-19
menjadi suatu kebaruan dalam penelitian ini.

Abstract - How Demographic Conditions Determine Tax Morale
during Covid-19?

Main Purpose - This study aims to analyze demographic factors affecting
tax morale during the covid-19 pandemic.

Method - This study uses multiple regression as a method. The sample
are several taxpayers in the area of West and East Surabaya.

Main Findings - This study shows differences in tax morale perceptions
from the demographic aspect during covid-19. Age, gender, and level of
education are triggers for tax morale during covid-19. However, the source
of income and trust factors are not able to trigger tax morale.

Theory and Practical Implications - The government needs to make
several more precise rules regarding tax incentives. In addition, the govern-
ment can also socialize the regulation to increase tax morale.

Novelty - Testing of tax morale during covid-19 is a novelty for this re-
search.
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Pandemi covid-19 menyebabkan postur
anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN) mengalami kontraksi, baik di sek-
tor penerimaan maupun pengeluaran. Da-
lam hal penerimaan pajak yang merupakan
komponen terbesar dalam APBN, tercatat
penurunan realisasi sekitar 19% dibanding-
kan penerimaan APBN 2019. Berdasarkan
data tersebut, dapat diduga bahwa pandemi
menjadi faktor penyebab utama turunnya
penerimaan pajak. Sebagaimana disam-
paikan di atas, kondisi pandemi sejauh ini
telah memicu munculnya krisis keuangan,
yang sedikit banyak menghambat efekti-
vitas pengumpulan pajak. Munculnya kri-
sis keuangan tersebut ditengarai mempe-
ngaruhi moral wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban pajaknya. Kepatuhan dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan me-
rupakan isu yang sangat penting di indone-
sia karena wajib pajak yang tidak memenuhi
kewajiban perpajakannya akan merugikan
negara (Ariyanto et al., 2020). Pada saat per-
ekonomian mengalami kemerosotan secara
serentak dan menyeluruh, wajib pajak akan
cenderung membayar pajak tidak dengan
benar dan jujur; bahkan diduga, wajib pajak
telah melakukan praktik penghindaran dan
penggelapan pajak demi mengatasi efek dari
krisis keuangan (Amah et al., 2021; Berg-
ner & Heckemeyer, 2017; Richardson et al.,
2015). Dugaan tersebut sangat beralasan,
mengingat pada saat krisis keuangan hampir
seluruh aktivitas bisnis mengalami tekanan
finansial yang memungkinkan mereka me-
ngurangi sumber dayanya akibat kesulitan
pembiayaan. Hal ini mengakibatkan wajib
pajak menempati posisi yang dilematis, an-
tara patuh membayar pajak atau berupaya
mengurangi beban pajak yang dia miliki.
Dilema inilah yang kemudian memunculkan
isu moral pajak.

Pada masa covid-19, moral pajak ber-
kaitan dengan prinsip ability to pay theory
yang menjelaskan bahwa jumlah pajak yang
dikenakan pada seseorang harus berban-
ding lurus dengan kemampuan seseorang
untuk membayar pajak (Hunt & Iyer, 2018).
Masuknya covid-19 saat ini membuat pe-
rubahan besar khususnya dalam perspek-
tif masyarakat terkait moral pajak. Dengan
banyaknya pendapatan yang berkurang
karena dampak dari covid-19, tidak banyak
wajib pajak yang melakukan kewajiban per-
pajakannya dengan patuh. Beberapa penye-
bab turunannya antara lain sikap wajib
pajak sendiri, kurangnya pengetahuan, ke-

sadaran, dan kurangnya sosialisasi oleh pe-
merintah (Enachescu et al., 2021; Wang &
Liu, 2021). Kesadaran masyarakat dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya sa-
ngat perlu ditingkatkan sehingga tidak me-
nimbulkan goyahnya moral pajak. Kesadar-
an dan kepatuhan wajib pajak merupakan
kondisi yang menyatakan bahwa wajib pajak
harus mengetahui, memahami, dan melak-
sanakan kewajiban perpajakannya dengan
baik dan sukarela (Ebrahim & Fattah, 2015).
Berdasarkan theory of planned behavior, ke-
sadaran wajib pajak berkaitan dengan keya-
kinan perilaku yang menjelaskan bahwa
sikap individu akan mempengaruhi keingin-
an untuk bertindak dengan mengetahui
hasil dari tindakannya tersebut (Jimenez
& Iyer, 2016; Kochanova et al., 2020). De-
ngan munculnya isu ini, peneliti ingin men-
dorong kinerja akuntansi pajak sebagai alat
pertanggungjawaban kepada pemerintah
dan masyarakat, khususnya saat pandemi
covid-19.

Sejumlah penelitian sebelumnya meng-
hasilkan beberapa temuan terkait faktor de-
mografi yang mempengaruhi moral pajak.
Mulyani et al. (2020) dan Young et al. (2016)
membuktikan bahwa wusia berpengaruh
positif terhadap moral pajak. Simpulan ini
diakibatkan karena wajib pajak pada usia
muda (sekitar 20 hingga 30 tahun) biasanya
akan terikat kepada suatu instansi peker-
jaan yang mengharuskan mereka untuk
memenuhi kewajiban pajaknya terkait un-
dang-undang pajak yang ada. Selain itu,
jenis kelamin juga dapat mempengaruhi
tingkat moral pajak. Wajib pajak pria dika-
takan lebih mementingkan uang daripada
wajib pajak wanita; dan wajib pajak wanita
lebih memiliki sikap etis, sehingga wajib pa-
jak wanita dinilai memiliki moral pajak lebih
tinggi daripada pria. Jika melihat faktor ting-
kat pendidikan, wajib pajak yang berpendi-
dikan atau terpelajar memiliki kemungkinan
moral pajak yang tinggi karena mereka lebih
memahami aturan dan dapat mematuhi un-
dang-undang pajak yang berlaku. Selain itu,
penelitian oleh Pasaribu & Tjen (2016) me-
ngatakan bahwa sumber penghasilan juga
berhubungan positif terhadap moral pajak.
Responden yang bekerja menjadi pegawai
negeri sipil lebih patuh daripada responden
pengusaha. Wajib pajak yang mempunyai
tingkat religiusitas tinggi juga dinilai akan
selalu taat serta patuh untuk melakukan ke-
wajiban pajak, sehingga akan berpengaruh
positif terhadap moral pajak.
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Berdasarkan penelitian sebelumnya,
masih terdapat perbedaan pendapat menge-
nai beberapa faktor demografis yang mem-
pengaruhi moral pajak, seperti penelitian
Fotiadis & Chatzoglou (2021) dan Nikulin
(2020) yang berpendapat bahwa jenis ke-
lamin berpengaruh terhadap tingkat moral
pajak. Kendati berbeda dengan penelitian
lainnya, bukti empiris memperlihatkan bah-
wa gender tidak berhubungan dengan mo-
ral pajak seseorang dalam melaksanakan
kewajiban pajak (Prastiwi et al., 2019; Na-
gel et al., 2019). Sadress et al. (2019) dan
Taing & Chang (2021) memaparkan bahwa
tingkat pendidikan tidak berpengaruh terha-
dap moral pajak seseorang, sedangkan Park
et al. (2019) menyatakan yang sebaliknya,
terutama di masa pandemi covid-19. Dalam
beberapa penelitian lain juga masih terdapat
banyak perdebatan terkait pengaruh usia,
sumber penghasilan, dan agama terhadap
moral pajak. Sebagaimana dijabarkan di
atas, moral pajak dianggap sebagai salah
satu faktor penunjang dalam pemenuh-
an penerimaan negara, jika semakin tinggi
moral pajak, maka dapat diduga wajib pa-
jak akan melakukan kewajiban pajaknya de-
ngan patuh dan benar. Akan tetapi, masih
terdapat gap antara penelitian satu dengan
lainnya terkait faktor yang memiliki pe-
ngaruh terhadap moral pajak, tampak dari
hasil yang ditemukan setiap peneliti masih
sering bertolak belakang. Selain itu, peneli-
ti-peneliti sebelumnya cenderung menggu-
nakan aspek ekonomi sebagai variabel inde-
penden dan aspek demografi hanya sebagai
variabel kontrol atau mediasi, sehingga ku-
rang menjadi fokus pembahasan dalam pe-

Usia (US)

Jenis Kelamin (JK)

nentu moral pajak seseorang. Oleh karena
itu, penelitian ini akan menggunakan as-
pek demografi sebagai variabel independen
yang di dalamnya meliputi usia, jenis ke-
lamin, tingkat pendidikan, sumber pengha-
silan, dan agama sebagai suatu unsur yang
melekat pada diri seseorang, sehingga dapat
lebih menggambarkan perilaku atau kepri-
badian seseorang dalam melakukan kewa-
jiban pajaknya.

Sejauh ini, belum terdapat penelitian
secara khusus atas faktor-faktor penentu
moral pajak di masa covid-19. Berdasarkan
berbagai pertimbangan tersebut, penelitian
kali ini dimaksudkan untuk menyelidiki fak-
tor-faktor apa yang bisa menjadi penentu
moral pajak di saat krisis keuangan karena
covid-19. Melalui identifikasi karakteristik
moral pajak untuk setiap faktor demografis
wajib pajak, penelitian ini dapat memberi-
kan masukan kepada regulator pejak untuk
memilih sasaran peningkatan kepatuhan
pajak, khususnya yang terkait dengan ek-
stensifikasi. Wajib pajak dengan demografis
yang memiliki moral pajak yang lebih ting-
gi tentu akan berbeda teknik sosialisasinya
dibandingkan dengan yang moral pajaknya
rendah.

METODE

Gambar 1 merupakan diagram konsep-
tual dalam penelitian ini. Berdasarkan Gam-
bar 1, variabel independen adalah usia, jenis
kelamin, tingkat pendidikan, sumber peng-
hasilan, serta agama. Variabel independen
berdasarkan aspek demografis digunakan
sebagai fokus utama yang menunjukkan
perilaku atau kepribadian seseorang akan

Tingkat Pendidikan (TP)

Sumber Penghasilan (SP)

Agama (AG)

Moral Pajak (MP)

Gambar 1. Model analisis
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moral pajaknya, sebab penelitian-peneli-
tian sebelumnya lebih berfokus kepada as-
pek ekonomi saja. Saat terjadi suatu keti-
dakseimbangan ekonomi akibat covid-19,
kepatuhan perpajakan seseorang sangat-
lah dibutuhkan guna untuk meningkatkan
pemasukan negara untuk menstabilkan
ekonomi kembali. Untuk melihat kepatuhan
perpajakan seseorang, perlu adanya moral
pajak yang bisa terlihat dari segi demografis.

Dimensi usia seseorang akan berkait-
an dengan pola pikirnya dalam melakukan
pengambilan keputusan dalam semua hal,
termasuk kewajiban perpajakan. Dimensi
jenis kelamin berkaitan dengan adanya pe-
rilaku pria dan wanita yang berbeda dalam
melakukan kewajiban perpajakannya. Pa-
saribu dan Tjen (2016) berargumentasi bah-
wa pada hakikatnya perempuan akan lebih
menggunakan perasaan, dan laki-laki meng-
gunakan pemikiran atau logika yang mem-
buat perempuan cenderung lebih memiliki
sifat jujur jika dibandingkan dengan laki-la-
ki, sehingga jenis kelamin berkaitan dengan
perilaku seseorang terhadap moral pajak.
Dimensi tingkat pendidikan berkaitan de-
ngan pemahaman dan pengetahuan sese-
orang terhadap hukum dan aturan perpajak-
an. Dimensi sumber penghasilan berkaitan
dengan adanya perbedaan pengenaan pajak
atas sumber penghasilan yang diduga dapat
mempengaruhi moral dan kepatuhan pajak.
Dimensi agama berkaitan dengan perilaku
seseorang terhadap ketaatan dan komitmen
seseorang yang cenderung dapat meningkat-
kan moral pajak. Wajib pajak yang memi-
liki keyakinan akan menjalankan sesuai
kebenaran agamanya dan menghindari per-
lakuan yang dilarang agama (Mangoting et
al., 2020). Agama memiliki hubungan yang
kuat terhadap moral pajak yang dapat mem-
pengaruhi perilaku seseorang. Saka et al.
(2019) berargumentasi bahwa agama mem-
berikan paham mengenai apa yang benar dan
harus dilakukan, sehingga dapat mencegah
perbuatan illegal. Seluruh pertanyaan ter-
kait usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan,
sumber penghasilan, dan agama dijabarkan
dalam bagian aspek demografi yang tertera
dalam kuesioner.

Variabel dependen ditunjukkan oleh
moral pajak yang merupakan suatu penen-
tu untuk menjelaskan alasan dari kejujuran
seseorang dalam perpajakan (Areo et al.,
2020; Fan & Liu, 2020). Umumnya, moral pa-
jak dapat dipengaruhi atau diwariskan dari
sikap orang tua, kerabat, ataupun lingkung-

an sosial dan budaya (Castaneda, 2021; Su-
santi et al., 2020). Wajib pajak cenderung
membayar pajak seminimal mungkin, atau
bahkan berusaha menghindari pembayaran
pajak (Zeng, 2019). Rendahnya kesadar-
an wajib pajak dalam membayarkan pa-
jaknya sesuai ketentuan juga akan sangat
mempengaruhi tingkat moral pajaknya.
Pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur
moral pajak berfokus pada upaya untuk
penghindaran kewajiban perpajakan, yang
diuraikan dengan indikator seperti tarif pa-
jak, pengeluaran pemerintah, sistem pajak
yang adil, pengaruh sosial, kondisi finan-
sial seseorang, sanksi administrasi pajak,
diskriminasi, dan ancaman politik (Bejakov-
i¢ & Bezeredi, 2019). Pertanyaan-pertanyaan
terkait moral pajak diadopsi dari penelitian
sebelumnya dengan jumlah pertanyaan 17
nomor dengan menggunakan skala likert
tujuh poin untuk mengukur sifat wajib pa-
jak pribadi. Jika semakin tinggi skor yang
didapatkan, maka semakin tinggi pula moral
pajak yang dimiliki oleh wajib pajak pribadi.
Populasi yang digunakan adalah wajib pajak
pribadi di wilayah Surabaya berikut sampel
yang digunakan sejumlah 150 wajib pajak
dengan kriteria wajib pajak pribadi yang
bekerja, pensiunan, dan tidak bekerja yang
berada di wilayah Surabaya Barat dan Sura-
baya Timur.

Penelitian ini memakai teknik anali-
sis regresi linear berganda. Teknik ini di-
butuhkan untuk menganalisa keterkaitan
pengaruh variabel terikat (dependen) dan
bebas (independen). Model data akan di-
pastikan melalui beberapa tahap pengujian
sebelum menguji analisis regresi, di antara-
nya adalah pengujian statistik deskriptif dan
kualitas data yang di dalamnya termasuk uji
reliabilitas dan uji validitas. Berikut adalah
model analisis yang digunakan:

MP = a+B1US + p2JK + B3TP + B4SP +
B5SAG + ¢ (1)
Keterangan:
MP = Moral Pajak
A = Konstanta
B1-5 = Koefisien Regresi Dari Setiap
Variabel Bebas
usS = Usia
JK = Jenis Kelamin
TP = Tingkat Pendidikan



392 Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 12, Nomor 2, Agustus 2021, Hlm 388-400

SP = Sumber Penghasilan
AG = Agama
I3 = Residual/Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji model. Penulis melakukan uji r
untuk melihat besaran kontribusi simultan
variabel bebas atas variabel terikat. Dalam
pengujian ini, jika data didapatkan nilai
adjusted r, yang mendekati nol, maka mo-
del penelitian memiliki keterbatasan dalam
menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya,
jika dalam pengujian data didapatkan nilai
r, disesuaikan mendekati satu, maka mo-
del penelitian dinilai mampu menjelaskan
variabel dependen. Berdasarkan Tabel 1,
nilai r, disesuaikan yang dihasilkan adalah
0,602, artinya model yang menggambar-
kan pengaruh variabel bebas seperti usia,
jenis kelamin, tingkat pendidikan, sumber
penghasilan, dan agama mampu menjelas-
kan variabel dependen moral pajak dengan
persentase 60,2%. Sisanya, 39,8% dijelas-
kan variabel lain.

Pengujian selanjutnya adalah anova
untuk menganalisa kecocokan model regresi
dari penelitian. Uji anova akan melihat keco-
cokan model regresi linier variabel dependen
dan variabel independen. Tabel 2 menun-
jukkan nilai fhitung dengan angka 46,014 di
mana f, > f  yaitu 2,276 dan tingkat
signifikansi sebesar kurang dari 0,001. Hal
ini mengindikasikan bahwa model regresi
sesuai untuk mengetahui perbedaan persep-
si semua variabel bebas terhadap variabel
moral pajak.

Uji kualitas data. Pada aspek pengu-
jian kualitas data, peneliti melakukan dua
pengujian. Pengujian pertama adalah uji
reliabilitas. Uji reliabilitas diukur menggu-
nakan cronbach’s alpha. Dalam mengambil
keputusan, jika nilai a > 0,6, maka hasil
pengukuran dikatakan handal. Sebaliknya,
jika nilai a < 0,6, maka hasil pengukuran ti-
dak handal. Berdasarkan Tabel 3. nilai cron-
bach’s alpha semua variabel melebihi nilai
pembanding yaitu 0,60. Dengan demikian,
semua kuesioner variabel dependen dan
variabel independen dinyatakan handal.

Pengujian kedua adalah uji validitas.
Uji validitas diukur menggunakan korelasi
pearson. Uji ini dilakukan untuk melihat ko-
relasi hubungan antara masing-masing soal
dengan jumlah skor dari jawaban responden
atas kuesioner yang dibagikan. Uji ini akan
melihat perbandingan antara r . dan r_

hitun;

e+ Jika T itung lebih besar daripada r, , yaitu
0,159, maka kuesioner yang digunakan di-
nyatakan valid. Sebaliknya, apabila r_,  le-
bih besar daripada rhitung, maka kuesioner
yang digunakan dinyatakan tidak valid. Ber-
dasarkan Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa
untuk variabel dependen dan variabel inde-
penden, semua pertanyaan telah valid kare-
na rhitung > rtabel.

Analisis regresi. Penggunaan analisis
regresi linear berganda adalah untuk melihat
arah dan besarnya pengaruh variabel terikat
dengan variabel bebas. Untuk melakukan
analisis regresi ini, beberapa persyaratan
harus dipenuhi guna membuktikan benar ti-
daknya suatu penelitian. Hal ini akan dibuk-
tikan dengan uji klasik, yaitu uji normalitas,
uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas,
dan uji autokorelasi. Uji kolmogorov-smir-
nov ditujukan untuk menentukan data pe-
nelitian berdistribusi normal atau tidak,
dengan pertimbangan hasil signifikansi yang
diperoleh apabila > 0,05 data dikatakan
normal. Hasil dari uji normalitas diperoleh
perhitungan dengan tingkat nilai signifikan-
si sebesar 0,786 atau > 0,05, menjelaskan
bahwa data berdistribusi normal.

Selanjutnya, penulis akan melakukan
uji heteroskedastisitas yang berfungsi untuk
memperlihatkan jenis residual yang mem-
punyai ketidaksamaan pada model regresi.
Jika dilihat dari hasil uji tersebut, dengan
melihat pola dari titik-titik di mana tidak ter-
jadinya pola tertentu, maka dapat disimpul-
kan bahwa data bebas heteroskedastisitas.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk
melihat korelasi antarvariabel bebas dalam
analisis regresi. Hasil dari uji ini menun-
jukkan bahwa semua vif variabel indepen-
den lebih kecil dari 10, sehingga tidak ter-
deteksi gejala multikolinearitas. Uji klasik
yang terakhir adalah uji autokorelasi de-
ngan menggunakan uji durbin watson un-
tuk mengetahui korelasi antara variabel dari
periode ini dengan periode sebelumnya. Uji
ini akan dianggap tidak terdapat autokorela-
si ketika nilai du < d < 4-du. Berdasarkan
hasil uji klasik tersebut, ditemukan hasil
1.8024<2,117<2,1976, sehingga dapat dika-
takan lulus uji autokorelasi.

Selanjutnya penulis melakukan regresi
untuk memperlihatkan ikatan antara varia-
bel yang sedang penulis teliti guna menang-
gapi rumusan masalah penelitian. Apabi-
la tingkat signifikansi maksimal mencapai
0,05, maka terdapat pengaruh atas faktor
demografi (variabel bebas) dengan moral pa-
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Tabel 1. Hasil Uji R

R R, R, disesuaikan Estimasi Kesalahan

0,784 0,615 0,602 0,41498

Tabel 2. Hasil Uji anova

Model Jumlah Df Mean Square F Signifikansi
Kuadrat
Regresi 39,620 5 7,924 46,014 <0,001
Residual 24,798 144 0,172
Total 64,418 148

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Dependen

Jumlah Butir Pertanyaan Nilai Cronbach’s Alpha
17 0,911

Tabel 4. Uji Validitas Variabel Dependen

Nomor butir pertanyaan  Rnitung

1 0,743

2 0,709

3 0,655

4 0,709

S 0,521

6 0,734

7 0,477

8 0,720

9 0,488

10 0,703

11 0,607

12 0,717

13 0,623

14 0,564

15 0,675

16 0,596

17 0,688

Tabel 5. Hasil Uji Regresi
Model Koefisien Tidak Terstandar T Signifikansi

Konstansta 1,1611 9,101 <0,001
Usia 0,338 10,728 <0,001
Jenis kelamin 0,674 9,707 <0,001
Tingkat pendidikan 0,165 4,541 <0,001
Sumber penghasilan -0,034 -0,832 0,407

Agama -0.036 -1,751 0,082
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Tabel 6. Rerata Moral Pajak dalam Aspek Usia

Kategori Usia Responden Rerata Jumlah Standar Deviasi
Kurang dari 30 3,583 73 1,982
30 hingga 40 3,875 23 1,410
Lebih dari 40 hingga 50 3,441 35 1,049
Lebih dari 50 3,706 19 1,600
Total 3,610 150 1,158

jak (variabel terikat). Sedangkan saat ting-
kat signifikansi melebihi 0,05, dapat dipas-
tikan tidak terdapat pengaruh antara faktor
demografi (variabel bebas) secara parsial
terhadap moral pajak (variabel terikat). Ber-
dasarkan Tabel 5, dapat diambil kesimpul-
an bahwa variabel usia, jenis kelamin, dan
tingkat pendidikan yang memiliki t, >t _
di mana signifikansi < 0,05. Maka dari itu,
dapat disimpulkan mengenai adanya perbe-
daan persepsi terhadap variabel dependen
moral pajak berdasarkan variabel indepen-
den, yaitu usia, jenis kelamin, dan tingkat
pendidikan. Selain itu, berdasarkan Tabel 6,
dapat disimpulkan bahwa persamaan hasil
regresi linear berganda sebagai berikut:

MP = 1,1611 + 0,338US + 0,674JK +

0,165TP - 0,034SP - 0,036AG + ¢
(1)

Pengaruh usia terhadap moral pajak.
Usia dikatakan seperti salah satu faktor ter-
penting yang nyatanya bisa mempengaruhi
moral pajak seseorang. Hubungan ini dapat
disebabkan karena adanya perbedaan ge-
nerasi dan pengalaman seseorang. Pengujian
pengaruh usia terhadap moral pajak menun-
jukkan hasil signifikansi <0,001 (lihat Tabel
5) dan memiliki titune ™ Ciaber sehingga menun-
jukkan adanya pengaruh usia terhadap mo-
ral pajak berdasarkan usia. Berdasarkan Ta-
bel 6, hasil penelitian menunjukkan bahwa
usia lebih dari 40 hingga 50 tahun memiliki
rerata dan standar deviasi yang paling ke-
cil, yaitu 3,441 dan 1,049, sehingga dapat
diambil kesimpulan bahwa semakin tua usia
akan cenderung memiliki moral pajak lebih
tinggi dibanding dengan usia muda. Hal ini
mendukung penelitian-penelitian sebelum-
nya oleh Nikulin (2020) yang menyatakan
usia yang lebih dewasa akan lebih patuh
terhadap peraturan undang-undang daripa-
da yang lebih muda. Fotiadis & Chatzoglou
(2021) juga menyatakan bahwa semakin

meningkatnya usia seseorang akan mening-
katkan moral pajak seseorang.

Kombinasi antara variabel moral pajak
dan variabel usia sangatlah kuat, sehingga
memberikan pengaruh yang besar. Moral
pajak akan semakin baik ketika seseorang
semakin bertambah usianya, karena wa-
jib pajak dengan usia lebih tua terkadang
memiliki kepatuhan yang lebih daripada wa-
jib pajak yang berusia lebih muda (Horodnic
& Williams, 2016). Temuan ini sama seper-
ti yang dikatakan oleh Hokamp (2014) dan
Pae & Shim (2020) bahwa lansia akan lebih
patuh dan menghindari penghindaran pajak
karena evolusi norma-norma selama siklus
hidupnya. Hal ini berarti bahwa wajib pajak
yang berusia lanjut (lansia) umumnya leb-
ih sensitif terhadap ancaman sanksi kare-
na adanya status sosial dan menunjukkan
ketergantungan yang lebih kuat pada reaksi
dari orang lain, sehingga potensi biaya sank-
si meningkat. Dengan adanya ancaman dan
potensi sanksi tersebut, wajib pajak lansia
akan cenderung menjadi taat dalam mem-
bayarkan pajak sebagaimana mestinya, se-
hingga moral pajaknya pun akan tinggi. Pe-
nelitian ini juga membuktikan bahwa saat
usia semakin bertambah, moral pajak untuk
memenuhi kepatuhan perpajakan juga ber-
tambah. Alshira’h et al. (2021) dan Taing &
Chang (2021) menemukan bahwa usia tidak
mempengaruhi moral pajak seseorang. Wa-
laupun demikian, setelah adanya covid-19,
perbedaan usia wajib pajak semakin meng-
hasilkan tingkat moral pajak yang berbeda.

Pengaruh jenis kelamin terhadap
moral pajak. Jenis kelamin dipandang se-
bagai penyebab lain yang memiliki dampak
terhadap perilaku moral pajak dalam me-
menuhi kewajiban pajaknya. Hal ini berkait-
an dengan sejauh mana seorang wajib pa-
jak berjenis kelamin pria atau wanita mau
berkomitmen dalam berperilaku taat pajak.
Pengujian perbedaan persepsi terhadap mo-
ral pajak berdasarkan jenis kelamin mem-
perlihatkan signifikansi <0,001 (lihat Tabel
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Tabel 7. Rerata Moral Pajak dalam Aspek Jenis Kelamin

Jenis kelamin Rerata Jumlah Standar Deviasi
Pria 3,630 65 1,216
Wanita 3,595 85 1,117
Total 3,610 150 1,157
S)dan t >t Hal ini menggambarkan kan penelitian sebelumnya, masih ada yang

bahwa terdapat perbedaan persepsi terha-
dap moral pajak berdasarkan jenis kelamin,
sehingga jenis kelamin mempengaruhi mo-
ral pajak seseorang. Tabel 7 menunjukkan
nilai mean dan standard deviation wanita
sebesar 3,595 dan 1,117 lebih kecil diban-
dingkan milik pria. Dengan demikian, wa-
nita dikatakan memiliki tingkat moral pajak
lebih tinggi daripada pria.

Hal tersebut dapat terjadi karena pria
cenderung bersifat risk taker yang berarti
memiliki rasa keberanian dalam pengambil-
an risiko dan mengupayakan berbagai cara
untuk mendapatkan keinginannya, sehing-
ga kurang peduli terhadap aturan pajak dan
sanksi perpajakan. Pada dasarnya, wanita
cenderung membayar pajak dengan alasan
hati nurani yang membuatnya merasa ber-
salah saat tidak bisa memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan jumlah seha-
rusnya. Hasil penelitian ini setara dengan
penelitian Nikulin (2020) yang menyebutkan
bahwa jenis kelamin dan moral pajak sese-
orang memiliki pengaruh signifikan, yang
dalam penelitian ini dinyatakan bahwa wani-
ta memiliki moral pajak lebih tinggi daripada
pria. Selain itu, wanita akan lebih taat da-
lam melakukan kewajiban perpajakan kare-
na lebih peka dan patuh kepada peraturan,
sehingga tingkat moral pajaknya akan lebih
tinggi daripada pria (Fotiadis & Chatzoglou,
2021; Guerra & Harrington, 2018). Horodnic
(2018) juga memaparkan bahwa moral pa-
jak biasanya lebih tinggi di kalangan wanita.
Dengan demikian, diharapkan bagi wanita
dan pria untuk meningkatkan komitmen
dalam kewajiban perpajakannya. Berdasar-

berpendapat bahwa jenis kelamin tidak ber-
pengaruh terhadap moral pajak. Temuan ini
tidak sesuai dengan penelitian Choo et al.
(2016) dan Zeng (2019) yang memaparkan
bahwa jenis kelamin tidak menjadi determi-
nan dalam moral pajak seseorang. Hasil pe-
nelitian terdahulu masih menimbulkan per-
tentangan mengenai pengaruh jenis kelamin
terhadap moral pajak. Akan tetapi, selama
berlangsungnya covid-19, dapat terlihat
bahwa jenis kelamin mempengaruhi moral
pajak seseorang.

Pengaruh tingkat pendidikan ter-
hadap moral pajak. Pendidikan dapat dika-
takan sebagaimana manusia mengembang-
kan sumber daya yang dilakukan secara
teratur, pragmatis, dan bertahap untuk
memberikan hasil yang berkualitas. Un-
tuk kemudian dapat memberikan manfaat,
meningkatkan harkat dan martabat, serta
mengembangkan keterampilan dan mem-
bentuk karakter serta bangsa yang berm-
artabat.

Pengujian perbedaan persepsi terhadap
moral pajak berdasarkan tingkat pendidikan
menunjukkan hasil nilai tingkat signifikansi
<0,001 (lihat Tabel 5) dan t,, >t . Ha-
sil tersebut memperlihatkan bahwa terdapat
perbedaan persepsi terhadap moral pajak
berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasar-
kan Tabel 8, tingkat pendidikan magister
memiliki rerata dan standar deviasi yang
paling kecil dibandingkan tingkat pendi-
dikan lain, yaitu 3,265 dan 0,927. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa tingginya
tingkat pendidikan seseorang akan mening-
katkan moral pajaknya.

Tabel 8. Rerata Moral Pajak dalam Aspek Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Rerata Jumlah Standar Deviasi
Sma, smp, atau lebih rendah 3,440 42 1,356
Diploma 4,232 15 1,085
Sarjana 3,601 89 1,054
Magister 3,265 4 0,927
Total 3,610 150 1,157
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Bersumber dari kajian teoritis, mun-
cul argumentasi bahwa kepatuhan dalam
membayar pajak seringkali dipegaruhi oleh
tingkat pendidikan seseorang. Kwok & Yip
(2018) menyuarakan bahwa wajib pajak
yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih
memahami ketentuan perpajakan daripa-
da wajib pajak dengan pendidikan rendah.
Ibrahim et al. (2015) dan Malik et al. (2018)
juga menyatakan bahwa motivasi seseorang
akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan-
nya. Data memperlihatkan bahwa kebanya-
kan wajib pajak di surabaya adalah lulusan
sarjana.

Hasil ini konsisten dengan penelitian
Fotiadis & Chatzoglou (2021) yang menyebut-
kan bahwa jika semakin tinggi tingkat pen-
didikan seseorang, maka wajib pajak akan
lebih paham mengenai kontribusi pajak dan
keuntungan pembayaran pajak, juga tidak
kesulitan untuk memahami ketentuan dan
undang-undang pajak yang berlaku, se-
hingga tingkat moral pajak pastinya akan
meningkat. Dari ungkapan tersebut, kesim-
pulannya adalah seseorang dengan pendi-
dikan yang tinggi dianggap lebih taat dalam
kewajiban perpajakannya. Rodriguez-Jus-
ticia & Theilen (2018) mengemukakan bah-
wa tingkat pendidikan memiliki pengaruh
positif terhadap moral pajak seseorang. Ber-
dasarkan penelitian tersebut, tingkat pendi-
dikan merupakan saluran penting terhadap
psikologis pajak seseorang, sehingga sebe-
lum menjadi wajib pajak diharapkan untuk
mencapai tingkat pendidikan tertinggi. Im-
plikasinya, tingkat pendidikan menengah
atau tinggi akan lebih cenderung menunjuk-
kan moral pajak yang tinggi dibandingkan
dengan yang berpendidikan rendah. Meski-
pun demikian, temuan pada penelitian ini
tidak sejalan dengan temuan Alshira’h et al.
(2021) dan Taing & Chang (2021) yang mene-
mukan bahwa tingkat pendidikan tidak ber-
pengaruh terhadap moral pajak seseorang.

Setelah adanya covid-19, kegiatan pen-
didikan menjadi online dan terbatas sehing-
ga mengganggu efektivitas belajar mengajar.
Hal ini membuat perbedaan tingkat pendi-
dikan menghasilkan tingkat moral pajak
yang berbeda-beda, sehingga dapat dika-
takan tingkat pendidikan mempengaruhi
moral pajak seseorang.

Pengaruh sumber penghasilan ter-
hadap moral pajak. Pengujian perbedaan
persepsi terhadap moral pajak berdasarkan
sumber penghasilan menunjukkan nilai sig-
nifikansi 0,407 (lihat Tabel 5) dan t

<
hitung

t..» Sehingga menunjukkan tidak adanya
perbedaan persepsi terhadap moral pajak
berdasarkan sumber penghasilan. Hasil dari
penelitian ini memuat bahwa sumber peng-
hasilan yang berbeda-beda tidak mempe-
ngaruhi persepsi seseorang terhadap moral
pajak, sehingga tidak sejalan dengan pene-
litian Bilgin (2014) dan Nikulin (2020) yang
menemukan adanya perbedaan persepsi
moral pajak antara karyawan, pensiunan,
pengusaha, serta orang yang tidak beker-
ja. Adapun hasil penelitiannya menunjuk-
kan bahwa pensiunan dan pelajar memiliki
hubungan positif terhadap moral pajak dan
pensiunan lebih bermoral pajak tinggi dari-
pada karyawan.

Bilgin (2014) dan Mickiewicz et al.
(2019) menyebutkan bahwa ketidakpa-
tuhan dalam perpajakan biasanya ditim-
bulkan karena perbedaan sudut pandang
atas pajak yang harus ditanggung oleh wa-
jib pajak. Perbedaan sudut pandang inilah
yang menyebabkan ketidakserasian antara
masyarakat dengan pemerintah. Masuk-
nya covid-19 yang sangat berpengaruh pada
keuangan seseorang membuat wajib pajak
dilema dalam melakukan pembayaran per-
pajakannya. Hal tersebut disimpulkan bah-
wa perbedaan pajak yang harus dibayarkan
oleh seseorang yang sumber penghasilannya
sebagai karyawan, pengusaha atau pekerja
bebas, bahkan seseorang yang tidak beker-
ja dapat mempengaruhi moral pajaknya.
Tetapi pada hasil penelitian memperlihat-
kan bahwa faktor sumber penghasilan tidak
memiliki pengaruh terhadap moral pajak
seseorang. Jawaban responden juga menun-
jukkan banyaknya orang yang bekerja se-
bagai pengusaha dan tidak dapat membuk-
tikan bahwa perbedaan sumber penghasilan
bisa membuat wajib pajak tidak taat dalam
pembayaran pajaknya. Maka dari itu, dapat
disimpulkan bahwa sekalipun wajib pajak
yang bekerja sebagai karyawan yang peng-
hasilannya secara otomatis terpotong kare-
na pajak, tidak mempengaruhi moral pajak
seseorang.

Pengaruh agama terhadap moral pa-
jak. Agama dipercaya dapat mengontrol pe-
rilaku seseorang dan dianggap sebagai ke-
salehan individu (Nazaruddin, 2019). Prinsip
agama diajarkan kepada masyarakat un-
tuk bertindak sesuai norma dan hukum
yang ada di indonesia. Deglaire et al. (2021)
menyebutkan bahwa religiusitas mungkin
akan berpengaruh kepada kebiasaan sese-
orang yang bisa menyebabkan penghindar-
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an perpajakan. Dalam hal ini, bisa disim-
pulkan bahwa jika tingkat religiusitas yang
melekat pada diri seseorang tinggi, maka
orang tersebut diyakini bisa mengontrol pe-
rilakunya dengan menyingkirkan sikap yang
tidak bermoral atau tidak etis. Wajib pa-
jak yang memiliki agama atau kepercayaan
cenderung akan takut melakukan hal yang
tidak sejalan dengan nilai moral seperti rasa
takut ketika tidak patuh atau tidak taat de-
ngan peraturan perpajakan yang ada.

Berdasarkan kepercayaan yang ada
di indonesia, ada enam agama yang dapat
dianut para wajib pajak. Perbedaan agama
yang dianut seseorang dimungkinkan un-
tuk memiliki persepsi dan pemahaman yang
berbeda-beda mengenai ketaatan dan kebe-
naran. Dengan adanya agama yang dimiliki
seseorang, dapat dianggap bahwa mereka
telah diajarkan etika dan moral yang mem-
bentuk perilaku seseorang dalam melaku-
kan suatu tindakan. Mohdali & Pope (2014)
dan Siglé et al. (2018) menyatakan bahwa
saat peran agama dalam hidup wajib pajak
itu hadir, kemungkinan dapat memicu wajib
pajak untuk melakukan perilaku positif ser-
ta mencegah perilaku buruk terhadap keta-
atan pajak, sehingga bisa menaikkan moral
pajak seseorang.

Pengujian perbedaan persepsi terhadap
moral pajak berdasarkan agama menunjuk-
kan hasil nilai tingkat signifikansi 0,082 (li-
hat Tabel 5) dan tiimg < Liaper Berdasarkan
hasil penelitian, dapat dilihat bahwa agama
seseorang tidak mempengaruhi persepsi se-
seorang terhadap moral pajak, sehingga hal
ini bertentangan dengan penelitian Nikulin
(2020) yang menyatakan bahwa adanya per-
bedaan agama dapat mempengaruhi moral
pajak seseorang dalam pemahaman untuk
menjalankan kewajiban pajaknya dengan
benar dan jujur. Dengan demikian, kesim-
pulan yang dapat diambil adalah tingkat
moral pajak seseorang tidak dipengaruhi
oleh agama atau kepercayaan yang dianut.
Hal ini mendukung pernyataan Horodnic
(2018) dan Ibrahim et al. (2015) yang be-
rargumen bahwa adanya perbedaan agama
tidak memiliki pengaruh terhadap moral pa-
jak seseorang. Berdasarkan hasil penelitian,
pandemi covid-19 tidak berhubungan pada
goyah atau tidaknya keyakinan seseorang
terhadap moral pajak, sehingga agama din-
yatakan tidak berpengaruh terhadap moral
pajak seseorang.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa
faktor usia, jenis kelamin, dan tingkat pen-
didikan akan mempengaruhi moral pajak.
Selama masa pandemi covid-19, tingkatan
level demografis wajib pajak akan memben-
tuk daya tahan terkait kepatuhan pajak.
Tekanan ekonomi dan sosial akibat pandemi
tidak secara signifikan membuat kepatuhan
pajak wajib pajak tersebut berkurang. Ber-
dasarkan temuan ini, pemerintah melalui
regulator pajak hendaknya mulai memikir-
kan cara-cara sosialisasi dan upaya mem-
bangun kesadaran pajak dengan memper-
timbangkan faktor demografis masyarakat.
Perlu ada suatu sistem “pemasaran” yang
unik bagi setiap wajib pajak atau wajib pajak
potensial yang berbeda usia, jenis kelamin,
dan tingkat pendidikan. Regulator pajak
juga harus berani mengalokasikan anggaran
yang lebih sebagai upaya dalam membang-
un dan memelihara moral pajak dengan
menyasar kelompok demografis yang ber-
beda-beda. Selain itu, regulator pajak juga
dapat mempertimbangkan menggunakan
influencer yang disesuaikan dengan perbe-
daan profil demografis di atas. Dengan kata
lain, harus ada proporsi yang berimbang an-
tara sasaran sosialisasi dengan pemberi ma-
teri berdasarkan fitur demografis.

Apabila dikembangkan lebih jauh, upa-
ya regulator pajak dalam meningkatkan
kepatuhan pajak pada wajib pajak melalui
intensifikasi, baik itu pemeriksaan maupun
penelitian, selayaknya perlu mempertim-
bangkan karakter setiap fitur demografis
yang ada. Pendekatan pemeriksaan pajak
pada seorang wajib pajak milenial tentu ha-
rus berbeda dengan wajib pajak baby boom-
er; pendekatan kepada seorang wajib pajak
wanita harus berbeda dengan wajib pajak
pria, ataupun menyusun strategi peningkat-
an kepatuhan pajak yang berbeda terhadap
wajib pajak dengan tingkat pendidikan lebih
tinggi.
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